PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG  PRESI DEN REPUBLI K
| NDONESI A
Nonmor 16 TAHUN 1960
Tent ang
BEBERAPA PERUBAHAN DALAM KI TAB UNDANG UNDANG HUKUM Pl DANA

Presi den Republik I ndonesia,
Meni nbang:

a. bahwa di anggap perlu nengubah pasal - pasal 364, 373, 379, 384
dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pi dana ber hubungan
nilai harga barang yang di maksud dal am pasal - pasal tersebut
ti dak sesuai |agi dengan keadaan sekar ang;

b. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;
Mengi ngat

1. pasal - pasal yang bersangkutan dal am Ki tab Undang-undang Hukum

Pi dana tersebut;

2. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;

3. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun
1960;
Mendengar

Miusyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Menut uskan:
Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang beberapa
per ubahan dal am Ki t ab Undang- undang Hukum Pi dana.

Pasal |I.
Kat a-kata "vijfen twntie gul den" dal am pasal - pasal 364, 373 379,
384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pi dana di ubah
menj adi, dua ratus |ima pul uh rupiah".

Pasal I1.
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nul ai berl aku
pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan

pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1960.
Pej abat Presi den Republ ik

DJ UANDA.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1960,
Ment eri Kehaki man, | ndonesi a,

SAHARDJ Q.

PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG
No. 16 TAHUN 1960
t ent ang
BEBERAPA PERUBAHAN DALAM Kl TAB UNDANG- UNDANG
HUKUM Pl DANA.

Seperti telah di ketahui maka dal am Kitab Undang- undang Hukum
Pi dana ada perbuat an- per buat an yang ner upakan ti ndak- pi dana
enteng, (lichte msdrijven) ialah yang di sebut dal am pasal 364
(pencurian ringan) pasal 373 (penggel apan ringan), pasal 379
(peni puan ringan), pasal 384 (penipuan ringan ol eh penjual),
pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penudahan
ringan), karena harga barang yang di perol eh karena atau yang
menj ual obyek dari kejahat an-kejahatan seperti diatur dal am
pasal - pasal tersebut tidak |ebih dari Rp. 25,-

Pel anggar an kej ahat an- kej ahat an enteng tersebut dahul u di adil

ol eh Haki m Kepol i si an (Landgerecht onde stijl) yang dapat nenberi
hukuman penjara sanpai 3 bul an atau hukuman denda sanpai Rp.

500, -.

Set el ah Pengadi | an Kepolisian di hapuskan (Undang-undang Dar ur at
No. 1 tahun 1951, Lenbaran-Negara tahun 1951 No. 9, yang nul ai
ber| aku pada tanggal 14 Januari 1951), maka senua tindak-pi dana
ringan dan juga pel anggar an- pel anggaran (overtredi ngen) di adil
ol eh Pengadi |l an Negeri, yang dal am peneri ksaan nmenper gunakan
prosedur yang sederhana (tidak dihadiri ol eh Jaksa).

A eh karena keadaan ekonom telah berubah, harga barang- barang
meni ngkat, maka dirasa perlu untuk nmenai kkan harga barang yang
di ni l ai dengan uang Rp. 25,- dal am pasal -pasal 364, 373, 379, 384
dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pi dana ter sebut

di at as.

Pasal 432 Kitab Undang- undang Hukum Pi dana juga suatu
ti ndak- pi dana ringan akan tetapi tidak dinmuat dal am peraturan ini
karena dal am pasal tersebut tidak dinmuat harga Rp. 25,- pasa



t ersebut hanya nenunj uk kepada pasal - pasal 364, 373 dan 379 Kitab
Undang- undang Hukum Pi dana.

Har us di akui bahwa harga Rp. 25,- itu tidak sesuai |agi dengan
keadaan sekarang di mana harga bar ang-barang tel ah nmenbubung
tinggi, banyak kali |ipat, jauh nelebihi harga-harga barang pada
kira-kira tahun 1915, ialah tahun ketika Kitab Undang-undang
Hukum Pi dana di rencanakan, sehingga nilai uang Rp. 25,- itu
sekarang nerupakan jum ah yang kecil sekali. Maka sewaj arnya
jum ah uvang Rp. 25,- itu dinai kkan sedem ki an hi ngga sesuai
dengan keadaan sekarang. Juml ah yang sel ayaknya untuk harga

bar ang dal am pasal - pasal itu nmenurut pendapat Penerintah ialah
Rp. 250, -

Ber hubung dengan keadaan nenmaksa hal ini dil aksanakan dengan
mengat ur nya dal am Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



